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WALIKOTA SAWAHLUNTO

PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMORY TAHUN 2018

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SAWAHLUNTO

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

a. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab
dalam pemenuhan hak masyarakat untuk
mendapatkan air bersih yang berkualitas dan
peningkatan pendapatan asli daerah dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
di daerah:

. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayananb.

air bersih yang efektif, efisien, dan transparan
kepada masyarakat, perlu mengatur pengelolaan
perusahaan daerah air minum secara

komprehensif dan profesional:
. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perusahaan Daerah Air Minum

Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto sudah
tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, sehingga untuk menjamin
kepastian hukum, melaksanakan kewenangan
otonom Pemerintah Daerah, dan memberikan

pedoman dalam pengelolaan perusahaan daerah
air minum perlu pengaturan mengenai
perusahaan daerah air minum :

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanad.

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,



Mengingat

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota
Sawahlunto.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 19),

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286),

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355),

4.

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Ncgara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5.

44100):

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438):
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6.
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7.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tuhun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679):

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990

tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II

Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto /
Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3423):

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang. Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015
tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 344),

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015
tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

345, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5802):



12

13

14

15

16

17

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6173):
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun
2007 tentang Organ - dan Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum:
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9
Tahun 2007 tentang Kepengurusan dan

Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) .Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah
Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9
Tahun 2007 tentang Kepengurusan dan

Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 51):
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11

Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan:
Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42):



18 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11

Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016
Nomor 11):

19 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
dan |

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KOTA SAWAHLUNTO.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.

2.

Daerah adalah Kota Sawahlunto.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Sawahlunto
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Walikota Sawahlunto sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



10.

11.

12.

13.

14.

Walikota adalah Walikota Sawahlunto.4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
Daerah Kota Sawahlunto yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Dacrah Kota Sawahlunto.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Sawahlunto yang
selanjutnya disebut dengan PDAM adalah perusahaan umum
daerah air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah
Daerah Sawahlunto |

Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses
pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat
kesehatan dan dapat langsung diminum.
Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk
keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan
kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM
merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air
Minum.

Direksi adalah organ perusahaan umum daerah yang berwenang
dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan umum
daerah sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan umum
daerah serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang
bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus
sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada
direksi.
Tata Kelola adalah tata kelola Perusahaan Daerah yang
menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

5.

6.

7.

8.

Laba adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan umum daerah.



15.

16.

17.

18.

(1)

(2)

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka
penyehatan perusahaan umum daerah yang merupakan salah satu
langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal, memperbaiki
kinerja, dan meningkatkan nilai perusahaan umum daerah.
Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu
perusahaan umum daerah atau lebih untuk menggabungkan diri
dengan perusahaan umum daerah lain yang telah ada yang
mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perusahaan daerah yang
menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan
umum daerah yang menerima penggabungan dan selanjutnya
status badan hukum perusahaan umum daerah yang
menggabungkan diri berakhir karena hukum.
Pembubaran adalah pembubaran perusahaan umum daerah
sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada
para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada pemegang
saham.

|

Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan
rencana pengembangan dan kegiatan usaha perusahaan dacrah air
minum dalam jangka waktu tertentu serta Strategi untuk
merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang
ditetapkan.

BAB II

PENDIRIAN PDAM DAN JANGKA WAKTU

Pasal 2
PDAM merupakan perusahaan umum daerah air minum yang telah
didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah
Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto.
Jangka waktu berdirinya PDAM Kota Sawahlunto berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II

Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap beroperasi
selama menjalankan . operasional dalam rangka penyediaan
kebutuhan air bersih masyarakat Kota Sawahlunto.



(3) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan lambang
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3
(1) PDAM Kota Sawahlunto berkedudukan dan berkantor di Kota

Sawahlunto.

(2) PDAM dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham
pada perusahaan lain.

Pasal 4
Pengaturan PDAM bertujuan untuk:
a. menjamin tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak

masyarakat atas Air Minum:
b. meningkatkan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga

terjangkau kepada masyarakat di daerah:
c. mewujudkan penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien

untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum:
d. mewujudkan pengelolaan perusahaan daerah yang efektif, efisien,

akuntabel dan profesional: dan
e. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 5
PDAM merupakan perusahaan umum daerah yang melaksanakan
kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan SPAM untuk

t

memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Pasal 6
(1) PDAM bergerak di bidang usaha penyelenggaraan SPAM di Daerah.
(2) Bidang usaha penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi :

a. SPAM jaringan perpipaan, dan/atau
b. SPAM bukan jaringan perpipaan.

(3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a meliputi:
a. unit air baku:
b. unit produksi:
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Cc. unit distribusi: dan
d. unit pelayanan.

(2) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf b terdiri atas:

|

|

a. sumur dangkal:
b. sumur pompa:
c. bak penampungan air hujan:
d. terminal air: dan
e. bangunan penangkap mata air.

(3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas
Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.

(4) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum
Sehari-hari.

(5) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat)
jam per hari.

. BAB III

MODAL

Pasal 8
(1) Modal PDAM tidak terbagi atas saham.

(2) Modal PDAM terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

(1) Modal Dasar PDAM Kota Sawahlunto berdasarkan ketentuan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto.

(2) Modal dasar PDAM sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) terdiri
dari kekayaan daerah yang dipisahkan.


